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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari manusia lain, 

manusia memerlukan kehidupan bersama dengan manusia lainnya yang secara sadar 

membentuk kesatuan hidup yang berbudaya. Di dalam hidup bersama ini manusia 

memerlukan norma-norma tertentu demi ketentraman dan keteraturan hidup untuk 

mencapai tertib sosial. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu 

mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang 

terus menerus dilakukan perorangan yang menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila 

kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi, kebiasaan orang itu. 

Lambat laun di antara orang yang satu dan orang lain di dalam kesatuan masyarakat 

ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat 

melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari 

masyarakat itu.32  

Kehidupan masyarakat Indonesia adat yang dimiliki oleh suku Bangsa 

berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke 

Indonesiannya. Oleh karena itu, adat (kebiasaan) Bangsa Indonesia di katakan sebagai 

merupakan suatu Bhineka (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku-suku bangsa 

                                                           
32 Tolib setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, 

Alfabeta, 2013, hlm. 1. 



 

 

yang ada) akan tetapi Tunggal Ika (tetap satu juga) yaitu dasar dan sifatnya ke 

Indonesiannyaiannya. Dan adat Bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak 

mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan 

keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa 

yang ada di dunia.33 

Di Tapanuli telah diterbitkan Perda No. 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat 

Dalihan Natolu, (LADN) yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II, 

sebagai lembaga musyawarah yang mengikut sertakan para penatua adat yang 

benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya.34 

Dalihan Natolu sebagai sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba, dan ini merupakan 

tradisi yang turun temurun. Untuk dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan 

Dalihan Natolu, lebih dahulu kita lihat unsur-unsurnya, yang dalam  bahasa Indonesia 

jika kata dalihan natolu diartikan maka artinya adalah “tiga tungku”. Adapun yang 

menjadi unsur-unsur.   

Dalihan Natolu adalah terdiri dari tiga (3) unsur yaitu:35  

 

 

                                                           
33 Ibid, hlm. 2. 
34 Jan. S Aritonang, dkk, Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu, (Jakarta: Dian Utama, 

2006). 

35 Wikipedia, Dalihan Na Tolu, https://id.wikipedia.org/wiki/Dalihan_Na_Tolu, Jakarta, 2016, 
diakses pada tanggal 19 April pukul 19.20 wib. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tapanuli
https://id.wikipedia.org/wiki/Dalihan_Na_Tolu,


 

 

1. Hula-hula  

Somba marhula-hula yaitu harus hormat dan sungkem kepada pihak keluarga 

marga asal istri .Yaitu saudara semarga dari istri, ibu, nenek, sampai derajat seterusnya 

baik kebawah ataupan keatas. Dan dalam masyarakat Batak Toba, kedudukan 

Hula-hula berada dalam kedudukan fungsional yang lebih tinggi.  

2. Dongan tubu   

Manat mardongan tubu yaitu cermat dan penuh kehati-hatian menjaga 

keselarasan hubungan dengan saudara-saudara dan semoyang menurut garis keturunan 

ayah/patrilineal. Yaitu saudara yang semarga dengan kita ataupun satu nenek moyang 

dalam hal yang lebih luas lagi. Satu ayah disebut (sa ama), dan satu nenek moyang(sa 

ompu). Atau bahkan marga lain tetapi masih berada dalam satu kelompok marga 

dengan, dan ini sering terjadi jika seseorang itu telah berada di perantauan dimana dia 

telah tinggal dalam lingkungan yang sudah berbaur dengan marga marga yang lain 

bahakan suku-suku yang lain. Dan dongan tubu inilah sebagai teman kita dalam 

melaksanakan upacara-upacara adat. Setiap orang Batak khususnya Batak Toba 

beranggapan jika seseorang tidak mau atau merasa tidak memerlukan dongan tubu, 

dianggap sebagai orang yang telah kehilangan asal-usulnya atau jati dirinya sebagai 

seorang Batak.  

3.    Boru  



 

 

Elek marboru yaitu harus bersikap mengayomi terhadap keluarga dan marga 

dari yang memperistri anak perempuan/ menantu laki-laki. Boru adalah pihak marga 

lain yang kawin sama anak gadis (perempuan) dari pihak marga yang lain. Baik dalam 

derajat kebawah maupaun derajat keatas. Seperti saudara perempuan dari ayah kita, 

kakek, dan seterusnya. Pihak boru inilah yang biasanya mengurusi sutu acara adat 

seperti menyediakan makanan dan sebagainya. Lembaga Adat Dalihan Natolu 

mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka 

menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah 

termasuk didalamnya adat istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan 

sifatnya konsultatif terhadap pemerintah.36 

Seperti diketahui bersama didalam suatu lingkungan adat juga memiliki aturan 

tentang hukum pidana adat yaitu suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan di 

tengah-tengah lingkungan adat itu dan diadili oleh para penatua adat atau dalam 

masyarakat adat Batak Toba disebut Raja. Dan apabila kasus tersebut, tidak dapat 

diselesaikan maka jika para pihak menghendaki, maka kasus tersebut akan dilaporkan  

dan ditangani pihak-pihak yang berwenang. Seperti diketahui hukum pidana adat 

adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) diikuti dan ditaati oleh 

masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi kegenerasi berikutnya.  

Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan 

kegoncangan dalam masyarakat karena hal tersebut jelas-jelas akan mengakibatkan 

                                                           
36 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan 

Natolu, pasal 6. 



 

 

keresahan di kalangan masyarakat adat yang sudah barang tentu keamanan dan 

ketertiban masyarakat adat terganggu. Keberadaan masyarakat Indonesia yang tunduk 

terhadap hukum adat, terutama yang bermukim di daerah pedesaan jauh dari perkotaan, 

sangatlah terpengaruh dan berpegang teguh terhadap keberadaan alam sekitarnya yang 

masih magis dan religius. Alam pikiran mereka mempertautkan  antara nyata dan 

tidak nyata, alam pana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan 

Tuhan. Alam pikiran yang demikian tersebut mengandung asas-asas dari Pancasila 

seperti asas ketuhanan, perikeanusiaan, persatuan dan gotong royong, musyawarah 

untuk mufakat, dan rasa keadilan sosial.  

Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkkan bahwa yang menjadi tujuan 

utama pemidanaan adalah menjatuhkan hukuman kepada sipelanggar itu sendiri, tetapi 

adalah memulihkan kembali terciptanya keamanan dan kertertiban masyarakat itu 

sendiri. Dalam masyarakat Batak Toba, juga dikenal bentuk-bentuk pelanggaran 

(tindak pidana). Yang mana perbuatan tersebut dianggap salah (sala). Beberapa dari 

bentuk tindak pidana tersebut diantaranya adalah: 37  

1.  Kawin semarga, dalam masyarakat Batak Toba, marga adalah menentukan 

identitas. Artinya yang semarga, adalah berarti mereka berasal dari keturunan 

yang sama, masih saudara, sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak boleh 

kawin karena mereka adalah mariboto. Jika hal ini dilanggar, maka hal tersebut 

merupakan pelanggaran terhadap adat istiadat. Terhadap pelanggaran ini akan 

                                                           
37 Tota pasaribu, penyelesaian tindak pidana secara hukum batak toba studi di kec. Borbor, 

kab. Toba Samosir, Reposirtory USU, 2008, hlm. 41. 



 

 

dapat dikenakan sanksi berupa pengusiran keduanya karena telah mengotori 

kesucian kampung. Bahkan pada zaman dahulu jika hal tersebut terjadi, maka 

untuk dapat diterimanya mereka sebagai warga kampung, harus diadakan pesta 

selama tujuh hari tujuh malam, sebagai cara memulihkan kesucian tadi. Dan 

biaya yang dikeluarkan, dibebankan kepada kedua orang tersebut (pelaku). 

2.  Mangalansum yaitu bermain curang dengan barang dagangan. 

3.  Pargadam/ pangarasun yaitu membuat racun untuk membunuh orang lain. Dan 

biasanya ini dilakukan dengan memasukkan racun tersebut terhadap makanan 

yang menjadi sasarannya. Dengan tujuan atau maksud tertentu seperti supaya 

hasil panen bagus, menjadi kaya dan sebagainya.   

4.  Dorma yaitu sarana gaib yang digunakan oleh orang muda yang dilanda asmara. 

5.  Sirotahi mual yaitu mencemari sumur, mata air, kolam, sungai, sampai air tidak 

layak dikonsumsi orang atau hewan.  

6.  Manggadis lume yaitu menjual benda yang diamanatkan.  

7.  Mengambil benda yang ditemukan dijalan, tanpa memberitahukannya   

terhadap kepala kampung.  

8.  Mambarobo yaitu mencuri jala ikan di sungai atau di danau. 

9.  Mamorus yaitu mencuri hasil bumi di ladang orang. 



 

 

10. Pemeliharaan begu ganjang yaitu semacam santet, dengan tujuan untuk 

membunuh orang lain karena alasan-alasan tertentu apakah karena saingan, 

dendam atau bahkan membunuh bayi yang masih di dalam kandungan.  

11. Lalai ataupun sengaja sehingga ternak kepunyaannya merusak tanaman orang 

lain. 

12. Sibola huta yaitu menyebarkan berita bohong, sehingga terjadi pertengkaran  

diantara warga. 

13. Marhata pasul yaitu menggunakan kata-kata kasar, sehingga orang lain merasa 

dihina. 

14. Marnihim-nihim ugasan natinangko yaitu Membawa lari diam-diam barang   

yang sudah diketahuinya adalah hasil curian. 

15. Pangguntu yaitu orang yang menimbulkan keributan. Ataupun melakukan    

perkelahian. 

16. Mangalangkup/ Berzinah. 

17. Pasiak- siakhon di namarsaripe/ kekerasan dalam rumah tangga. 

18. Paroa-roahon/ memfitnah atau pencemaran nama baik. 

19. Manangko/ mencuri  

Selain tindak pidana tersebut, masih banyak lagi bentuk tindak pidana dalam  

masyarakat Batak Toba. Dengan demikian unsur-unsur Dalihan Natolu yang telah 



 

 

disebutkan tadi, menjadi unsur yang tidak akan bisa dilupakan oleh setiap masyarakat 

Batak Toba. Dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh seseorang masyarakat 

adat akan disebut tidak beradat. Bahkan bukan tidak mungkin akan dikenakan sanksi 

adat terutama jika dilanggar.38 Salah satu kasus pasiak- siakhon di namarsaripe adalah 

sebagai berikut, kasus ini terjadi sekitar tahun 1997, di mana seorang suami berinisial 

“A” 12 tahun dan mereka telah mempunyai tiga orang anak. Sisuami mempunyai 

kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukan, malas bekerja dan yang lebih parah lagi 

dia sering main judi. Setiap kali dia melakukan kebiasaan buruknya, maka akan terjadi 

pertengkaran diantara mereka. Karena suami tadi yang kalah dalam perjudian, serta 

mabuk akibat pengaruh minuman keras. Dan pertengkaran itu hampir selalu terjadi 

setiap kali si suami pulang dalam keadaan mabuk, juga meminta uang kepada istrinya 

dengan paksaan untuk dihabiskan di meja judi.   

Melihat hal tersebut, si istri selalu saja menjadi korban kekerasan suaminya dan 

dia selalu berusaha melawan, dan dia merasa kalau suaminya kerjanya hanya 

menghambur-hamburkan  uang. Pertengkaran itu sepertinya tidak pernah berhenti, 

bahkan yang lebih parah lagi, si istri sering menjadi korban kemarahan suami seperti 

kena pukulan suami, dan ini mulai terjadi dua tahun  semenjak perkawinan mereka. 

Para tetangga mereka yaitu saudara semarga mereka sudah mengetahui keadaan 

keluarga tersebut dan beranggapan bahwa mendengar pertengkaran itu sudah menjadi 

kebiasaan suami istri tersebut. Karena sebelumnya mereka juga sudah pernah menegur 

                                                           
38 Toba Samosir Masa kini dan Masa Mendatang, Kerjasama dengan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Tingkat II Toba Samosir, Balige: BPS Kabupaten Tap. Utara, 2000. hlm. 5.  



 

 

atau menasihati si “A” atau suami tersebut, terhadap kebiasaan buruknya yang sering 

memukul istrinya.  

Pada saat itu si suami berjanji di hadapan saudara semarganya kalau dia akan 

meninggalkan kebiasaan buruknya termasuk kebiasaan memukuli istrinya. Serta juga 

memohon supaya ini jangan sampai diketahui oleh pihak keluarga istrinya (hula-hula), 

di samping itu hal yang membuat pihak semarga menuruti permohonan si suami tadi 

juga dikarenakan sikap istri yang seolah-olah agak enggan berterus terang kepada 

tetangganya karena dia beranggapan hal tersebut adalah sama saja membuka aib 

keluarga. Meskipun demikian telah diselesaikan masalah tersebut, tetapi tidak berapa 

lama kemudian si suami kembali mengulangi kebiasaan buruknya.  

Kejadian seperti itu kembali terjadi sekitar bulan Oktober 1997,dan hal yang 

paling menyakitkan bagi si istri, dia kembali di pukuli oleh suaminya bahkan sampai 

mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Melihat tingkah laku suaminya yang 

sudah melampaui batas dan merasa kalau para tetangganya tidak akan dapat 

menolongnya maka diapun melaporkan kepada pihak keluarganya atau saudara. Oleh 

pihak saudara si istri tadi mengangap kalau hal ini adalah merupakan suatu penghinaan 

dan dia mengingatkan kepada pihak atau teman semarga dari si suami tadi jika masalah 

tersebut tidak dapat segera diselesaikan maka mereka akan membawa masalah tersebut 

kepada pihak yang berwajib yaitu Polisi.39  

                                                           
39 Tota pasaribu, Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Batak Toba Studi Di Kec. 

Borbor, Kab. Toba Samosir, Reposirtory USU, 2008, hlm 69. 



 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga 

adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berikat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau 

pelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga”. 40  Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meliputi kekerasan 

fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penantaran rumah tangga.  

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau luka berat. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dipidana41 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima belas 

jutah rupiah, apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak 

tiga puluh juta rupiah, apabila mengakibatkan kematian pada korban dapat dipidana 

lima belas tahun atau denda paling banyak paling banyak empat puluh lima juta 

rupiah.42 

                                                           
40 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung, 

PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 1. 
41  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6. 
42 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung, 

PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 243. 



 

 

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang. Setiap orang yang melakukan perbutan 

kekerasan psikis dalm lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama lima tahun 

atau denda paling banyak sembilan juta, dan apabila perbutan tersebut tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipida dengan pidana penjara paling lama empat 

bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah.43 

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan 

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan 

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Setiap orang yang 

melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).44 

Penelantaran rumah tangga45, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 

ruang lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau 

                                                           
43 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung, 

PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 244. 
44  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 46. 
45  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9. 



 

 

pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelentaran yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 

tersebut.46 Penelantaran rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 

tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Maka dalam hal ini penulis 

tertarik untuk menulis mengenai “Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu 

dalam Penyelesaian Pelanggaran Pasiak-Siakhon Di Namarsaripe Secara Hukum 

Adat Batak Toba”. 

B.     Rumusan Masalah 

1.   Bagaiamana penyelesaian pelanggaran pasiak-siakhon di namarsaripe yang di 

lakukan lembaga adat dalihan natolu?  

2.   Bagaimana penerapan sanksi pidana adat yang diberikan lembaga adat dalihan 

natolu terhadap pelaku pelanggaran pasiak-siakhon di namarsaripe ? 

 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yaitu berdasarkan 

hal-hal tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penulis ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
46 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung, 

PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 26. 



 

 

1.    Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan lembaga adat dalihan natolu 

  dalam menyelesaian pelanggaran pasiak-siakhon di namarsaripe. 

2.    Untuk mengetahui sanksi pidana adat yang diterapakan lembaga adat dalihan 

  natolu dalam penyelesain pelanggaran pasiak-siakhon di namarsaripe. 

D.  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dicapai oleh penulis dalam skripsi terdiri dari dua manfaat yaitu 

manfaat teoritis dan praktis : 

1.    Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat dijadikan acuan dan landasan pemahaman 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik penulis, maupun bagi peneliti 

berikutnya yang menyangkut tentang tidak pidana adat dalihan natolu. 

2.    Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, advokat dan 

lainnya. 

E.     Kerangka Teori 

1. Teori Pemidanaan 

a.   Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien)  

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang 

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung 

unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan 

suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. 



 

 

Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena 

itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan 

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.47 

b.   Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorien)  

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu 

pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan 

perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. 

Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan 

demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori 

ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepda upaya 

agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori 

relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat 

agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.  

Zevenbergen dalam teorinya mengatakan ”terdapat tiga macam memperbaiki si 

penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” 48 

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. 

Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya 

                                                           
47 A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31. 
48 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 

1981,  
hlm 26. 



 

 

kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia 

menjadi orang yang bermoral tinggi.  

c.  Teori Gabungan (verenigingstheorien)  

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori 

ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. 

Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki 

penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka 

terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik 

beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. 

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe 

menyatakan:49 Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat 

dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat 

dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat 

dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika 

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.  

Van Bemmelan pun menganut teori gabungan  dalam buku Andi Hamzah, 

menyatakan : Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. 

Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, 

keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam 

kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik 

                                                           
49 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.36. 



 

 

beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna 

bagi masyarkat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan 

beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya 

pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan 

oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut 

dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna 

tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata 

hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum. 

 Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib 

masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan 

gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya50. Pidana bersifat 

pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang 

dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. 

Tujuan pidana ialah melindungi kesejahtraan masyarakat. Menurut Vos ”pidana 

berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau 

ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah 

berpengalaman”51. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan 

dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh 

para sarjana.”52 

                                                           
50 Ibid, hlm 37. 
51 ibid. 
52 ibid. 



 

 

 

 

2.    Teori Restorative Justice 

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling 

terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan   

memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice 

juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari 

ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan 

mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan 

korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga 

mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, 

dan yang lebih penting adalah sense of control53. 

 

 

F.     Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
53 Ladyustitia,PerkembanganTeoriPemidanaan,perkembangan-teori-pemidanaan-html, 

diakses pada tanggal 04 mei 2016, pukul 13:48 wib. 



 

 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian secara empiris. Penelitian 

empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber 

penelitian54.  

2.    Metode Pendekatan Permasalahan  

Dalam penelitian ini, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

Pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan Historis (Historical 

Approach) Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan 

hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi 

yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang 

dihadapi. Dan pendakatan Sosiologi adalah pendekatan yang berfokus pada adanya 

sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada 

perubahan , konflik dan paksaan pada struktur social. Dimana pengaruh-pengaruh 

social kemasyarakatan berpengaruh pada proses suatu tulisan. 

3.   Data dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian empiris55. Maka jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung data primer, 

                                                           
54Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Peneltian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta,1983 hlm 12.  
55 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Peneltian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta,1983 hlm. 12-14.  
 



 

 

1.    Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa informasi dilapangan sebagai informan. 

2.    Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder 

terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

2. Perda No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan 

Natolu. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang 

bahan hukum priemer, antara lain berupa : Tulisan-tulisan atau pendapat para 

pakar hukum pidana mengenai hukum adat. 

c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam 

mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti 

Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa dan lain-lain. 

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati 

Hartono56. Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum pimer, seperti 

undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan 

                                                           
56 Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Banyumedia 

Publishing, Malang, 2010 hlm. 134. 



 

 

buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan 

hukum (law reform organization) dan lain-lain57 

4.    Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang 

Hasundutan sumatera utara. Di mana terdapat kasus–kasus pidana pelanggaran 

Pasiak-siakhon Di Namarsaripe yang diselesaikan oleh lembaga adat dalihan natolu 

(LADN) di kecamatan Doloksanggul secara hukum adat Batak Toba.  

 

5.     Teknik Pengumpulan Data 

a.    Penelitian lapangan (Field Research) 

  Yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Dalam rangka 

mengumpulkan data-data dengan cara wawancara58. Wawancara merupakan cara 

yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. 

Metode wawancara sering sekali dianggap sebagai  metode yang paling efektif dalam 

pengumpulan data primer. Dianggap  efektif  karena  interview dapat bertatap 

muka secara langsung dengan responden untukmenanyakan perihal pribadi 

responden, fakta fakta yang  ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi 

                                                           
57 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009 hlm. 141-143, lihat 

juga Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghakia Indonesia, 1985, hlm. 
24-25. 

58 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, PT. Sinar Grafika,2008, 
hlm.32 



 

 

responden dan saran-saran responden59. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab 

langsung. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah: 

1.  Ketua lembaga adat dalihan natolu kabupaten Humbang hasundutan kec.  

Doloksanggul Patar Simamora. 

2.  Wakil ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu Kabupaten Humbang                                           

Hasundutan Kec. Doloksanggul Aslin Simamora. 

3.   Kader P-KDRT kab. Humbang hasundutan Lamsihar O Berlin Siregar.,M.Th. 

b.    Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan cara pengumpulan serta 

mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, majalah berbagai 

literatur, surat kabar, buku-buku yang ada relevansinya dengan materi yang akan 

dibahas. 

6. Analisis Data 

Analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif 

merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. 

Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti malalui sampel atau data yang 

telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.60 

 

                                                           
59 Ibid, hlm.57. 
60 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.  



 

 

7. Teknik Penarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atas hasil analisis menggunakan metode induktif dan 

metode deduktif. Metode induktif berpangkal pada suatu data yang ada diteliti dengan 

proses yang berlangsung atas data yang ditemukan di lapangan (proposisi khusus)61. 

Metode deduktif merupakan cara analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan 

menjadi fakta yang berguna untuk menjelaskan suatu kesimpulan pada penelitian 

yang dilakukan (proposisi umum)62. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2003. Hlm.16. 
62 Ibid.hlm 17. 
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